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ABSTRACT 
 
This study aims to identify the potential and problems of village forest development and formulate strategies for the 
establishment of village forest in the Bonto Marannu village at Bantaeng District.  The results of this study are expected 
to be useful for information and consideration in the development of forest villages in the District Bantaeng in efforts to 
achieve forest sustainability and the welfare of forest communities. The research was conducted in May 2011 that 
located in the Bonto Marannu village at Bantaeng District, South Sulawesi Province. This study used a qualitative 
descriptive analysis method, by describing the conditions that occur on public activities in forest areas and the potential 
and problems of the factors supporting and inhibiting the development of forest villages. Then proceed with the Force 
Field Analysis in order to clearly identify forces that are impeding village forest development for a particular problem or 
issue as well as those forces that are or could positively contributing to developed village forest program in the Bonto 
Marannu village. The results showed that the forms of land use by the public at large is farming and gardening. 
Supporting factor is the availability of village forest land area of production forest area covering 43 ha, a commodity 
which was developed by the community, the existence of village institutions (BUMDES) as a candidate for village forest 
managers, people's desire to legalize their activities in forest areas, adequate infrastructure and the support of various 
parties ranging from village officials, Bantaeng District Government and the Community Forestry Service Working Group 
of Hasanuddin University, howeve inhibiting factors in village forest development is the lack of understanding about the 
forest village communities, the discrepancy community activities are characterized by a tendency by people in farming 
activities in forest areas as well as several stakeholder relationships has not been well established to be the problems or 
inhibiting factors on the development of forest villages. Efforts that can be done in the village forest development include 
socialization, human resources and institutional capacity building societies, held trainings forest management and 
enhancement of relations between the parties in the village reserve forest area by conducting intensive meetings 
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PENDAHULUAN 
 
Pembangunan kehutanan merupakan bagian 
integral dari pembangunan nasional sehingga dalam 
proses perencanaan kehutanan tidak terlepas atau 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana-
rencana pembangunan kehutanan. Selama tiga dekade 
terakhir sumberdaya hutan telah menjadi salah satu 
modal pembangunan ekonomi yang memberi dampak 
positif terhadap peningkatan devisa, penyerapan 
tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Namun pemanfaatan hasil hutan kayu secara 
berlebihan dan besarnya perambahan kawasan hutan 
untuk kepentingan non kehutanan menyebabkan 
timbulnya berbagai permasalahan lingkungan, ekonomi 
dan sosial. 
Permasalahan yang dihadapi sektor kehutanan 
saat ini adalah kondisi hutan yang mengalami 
degradasi cukup tajam. Kondisi ini mengakibatkan 
hutan tidak mampu lagi menjadi penyangga bagi 
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kelestarian alam. Berbagai bencana alam yang terjadi 
belakangan menunjukkan keseimbangan dan 
kelestarian alam yang makin terganggu. Pengelolaan 
hutan yang dilakukan selama ini telah menimbulkan 
konflik kepentingan antara pusat dengan daerah dan 
masyarakat setempat. Oleh karena itu salah satu 
upaya pemanfaatan hutan secara maksimal dan 
berwawasan lingkungan yakni dengan program 
pembangunan hutan desa sebagai awal pencapaian 
dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di 
desa. 
Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola 
oleh masyarakat dalam organisasi administratif 
pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
masyarakat desa itu sendiri artinya, hutan desa 
bermaksud untuk memberikan akses kepada 
masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam 
memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari 
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat setempat secara berkelanjutan. Hutan 
desa dapat diupayakan menyeimbangkan tiga aspek 
yaitu ekonomi, ekologi dan keadilan serta dijadikan 
salah satu pilihan sumber kemandirian pendanaan 
otonomi desa jangka panjang. 
Hutan desa diimplementasikan dengan 
pendekatan model pengelolaan kolaboratif dengan 
melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki 
kepentingan pada hutan desa baik pemerintah, 
masyarakat, perguruan tinggi maupun Lembaga 
Swadaya Mayarakat (LSM). Para stakeholder tersebut 
mengembangkan kesepakatan-kesepakatan yang 
menegaskan peran, tanggung jawab dan hak-haknya 
dalam pengelolaan suatu kawasan sumberdaya hutan. 
Kesekapatan-kesepatakan itu didesain berdasarkan 
persoalan lokal yang berbeda di setiap wilayah tanpa 
aturan-aturan kaku. Penyelenggaraan hutan desa 
dimaksudkan untuk memberikan akses kepada 
masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam 
memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari 
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat setempat secara berkelanjutan.  
Pada tanggal 22 Januari 2010, Menteri 
Kehutanan telah menetapkan hutan desa di dua desa 
dan satu kelurahan yang ada di Kabupaten Bantaeng. 
Keberhasilan penetapan hutan desa di dua desa dan 
satu kelurahan di Kabupaten Bantaeng tersebut, yakni 
Desa Pattaneteang, Desa Labbo dan Kelurahan 
Campaga menjadi acuan bagi Desa Bonto Marannu 
untuk  memprogramkan pembangunan hutan desa. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan 
informasi awal berupa potensi dan permasalahan yang 
dapat dijadikan tolak ukur pembangunan hutan desa di 
Desa Bonto Marannu. Hal inilah yang 
melatarbelakangi dilaksanakan penelitian terhadap 
potensi dan permasalahan yang dapat menjadi faktor 
pendukung dan penghambat pembangunan hutan 
desa di Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere 
Kabupaten Bantaeng. 
Tujuan penelitian ini adalah Mengidentifikasi 
potensi dan permasalahan pembangunan hutan desa 
di Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere 
Kabupaten Bantaeng dan Merumuskan strategi 
pembangunan hutan desa di Desa Bonto Marannu 
Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng 
Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai 
bahan informasi dan pertimbangan dalam kegiatan 
pembangunan hutan desa di Kabupaten Bantaeng 
dalam upaya mewujudkan kelestarian hutan dan 
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 
Mei-Juni 2011 di Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu 
Ere Kabupaten Bantaeng. 
Populasi penelitian ini adalah masyarakat 
sekitar hutan di Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu 
Ere Kabupaten Bantaeng. Pengambilan sampel 
dilakukan secara Purposive Sampling dengan 
pertimbangan bahwa responden yang dipilih adalah 
masyarakat sekitar hutan yang memiliki aktifitas 
langsung di dalam atau sekitar hutan, Tokoh 
Masyarakat, Aparat Desa dan Aparat Kehutanan. 
Responden yang akan diwawancarai terdiri dari 30 
masyarakat yang beraktifitas dalam kawasan hutan, 1 
Tokoh Masyarakat, 1 anggota BUMDES, 1 Kepala 
Desa dan 1 Pegawai Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Bantaeng. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan partisipatif dengan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut: 
1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan 
melakukan tanya jawab terhadap responden 
dengan menggunakan kuisioner.  
2. Diskusi kelompok terfokus (Focus Group 
Discussion), yaitu dengan melakukan diskusi 
dengan beberapa stakeholder  untuk dapat 
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bersama-sama menganalisis potensi (faktor 
pendukung) dan permasalahan (faktor 
penghambat) pembangunan hutan desa. 
3. Studi literatur, yaitu pengumpulan data-data 
sekunder yang mendukung penelitian melalui 
pengutipan dan pencatatan data dari kantor desa, 
kecamatan, kabupaten, instansi yang terkait, dan 
laporan yang terkait dengan penelitian. Data 
yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer adalah data 
yang diperoleh melalui hasil wawancara dan diskusi 
kelompok terfokus dengan beberapa stakeholder. 
Data primer yang dikumpulkan adalah data yang 
berkaitan dengan potensi dan permasalahan 
pembangunan hutan desa. Potensi yang dimaksud 
meliputi: ketersediaan lahan, komoditi yang 
dimanfaatkan masyarakat, kelembagaan 
masyarakat dan peran stakeholder sedangkan 
permasalahan yang dimaksud dalam 
pembangunan hutan desa melipti: pemahaman 
masyarakat tentang hutan desa, ketidaksesuaian 
pemanfaatan lahan hutan dan hubungan 
stakeholder. 
 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 
laporan hasil penelitian, literatur, karya ilmiah, data-
data dari instansi yang terkait, serta informasi lainnya 
yang berkaitan dengan penelitian ini melalui studi 
literatur. Data sekunder yang dibutuhkan berupa 
keadaan umum lokasi penelitian, keadaan sosial 
ekonomi penduduk dan peta kawasan hutan. 
Analisis Data 
 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
diolah dan diklasifikasikan sesuai dengan tujuan 
penelitian dan selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan: 
1. Analisis deskriptif kualitatif dengan unit analisis 
yang menuturkan dan menafsirkan data deskriptif 
berupa kata-kata lisan maupun tertulis berkenaan 
dengan fakta keadaan, variabel dan fenomena 
yang terjadi saat penelitian berlangsung dan 
menjadikan apa adanya  sesuai dengan kondisi di 
lapangan.  
2. Analisis Force Field (Analisis Kekuatan Medan) 
dengan tahapan sebagai berikut: 
a) Menentukan semua faktor pendorong yang 
merupakan potensi dalam pembangunan hutan 
desa  
b) Menentukan semua faktor penghambat yang 
merupakan permasalahan dalam pembangunan 
hutan desa  
c) Memberikan nilai setiap faktor pendorong dan 
faktor penghambat untuk menunjukkan seberapa 
besar kekuatannya terhadap pembangunan hutan 
desa 
d) Bersama stakeholder menganalisis seberapa besar 
kemampuan untuk melemahkan faktor penghambat 
dan menguatkan faktor pendorong sehingga dapat 
melahirkan strategi-strategi pembangunan hutan 
desa 
e) Kategori nilai/kekuatan yang diberikan adalah: 
5 = Sangat Kuat     2 = Kurang Kuat 
4 = Kuat        1 = Lemah 
3 = Cukup Kuat 
 
Adapun matriks analisis Kekuatan Medan (Force 
Field Analysis) sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Matriks Analisis Force Field 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sejarah Kepemilikan Lahan 
Sejak dahulu, kawasan hutan Desa Bonto 
Marannu sudah digarap oleh masyarakat dan 
berlangsung hingga sekarang. Kepemilikan lahan di 
dalam kawasan hutan negara maupun di luar kawasan 
hutan Desa Bonto Marannu berawal dari budaya 
masyarakat dalam mengelola hutan yang ditunjukkan 
melalui model penguasaan lahan yang diwariskan 
secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya. 
Penguasaan lahan tersebut kemudian dimanfaatkan 
dan di kelola untuk kegiatan perkebunan dan ladang. 
Semua responden yang memiliki lahan dalam kawasan 
hutan memperoleh lahan dari warisan orang tua 
mereka. 
 Hutan yang berada di Desa Bonto Marannu 
dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun 
roda empat melalui Dusun Gunung Loka. Terdapat 
sekitar 15 rumah yang berbatasan langsung dengan 
kawasan hutan dan termasuk dalam wilayah Dusun 
Gunung Loka. Walaupun masyarakat yang berbatasan 
dengan kawasan hutan adalah masyarakat yang 
berasal dari  Dusun Gunung Loka, namun untuk 
penguasaan lahan di dalam kawasan hutan lebih 
banyak berasal dari Dusun Selayar. Hal itu disebabkan 
karena masyarakat Dusun Selayar dulunya merupakan 
penduduk yang pertama menetap di Desa Bonto 
Marannu dan melakukan aktifitas di dalam kawasan 
hutan. Kepala Desa Bonto Marannu mengatakan dari 
171 KK yang berada di Dusun Selayar terdapat 80 KK 
yang memiliki lahan di dalam kawasan hutan 
sedangkan untuk Dusun Gunung Loka dari 94 KK 
hanya 12 KK yang memiliki lahan dalam kawasan 
hutan. Hasil survey di lapangan, dari 30 responden 
terdapat 27 orang yang memiliki lahan di dalam 
kawasan hutan dengan luas keseluruhan yang mereka 
kelola 14,4 Ha dari 43 Ha luas kawasan hutan produksi 
yang berada di Desa Bonto Marannu. 
 
Aktivitas Masyarakat di dalam  Kawasan Hutan 
Masyarakat yang bermukim di sekitar hutan 
memiliki lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan 
dan melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Aktifitas ini mencerminkan adanya 
keterkaitan antara masyarakat dengan hutan, sehingga 
secara langsung maupun tidak langsung masyarakat 
menyadari ketergantungan hidupnya pada hutan. Hutan 
yang berada di Desa Bonto Marannu termasuk dalam 
kawasan hutan produksi seluas 43 Ha. Dalam 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 49/Menhut-
II/2008 dapat dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan 
kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan 
hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan 
hasil hutan kayu dan bukan kayu. Dengan tujuan untuk 
memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara 
optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan 
masyarakat. 
Hasil pengamatan secara langsung di 
lapangan, terlihat bahwa di dalam kawasan hutan telah 
ada aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat 
khususnya pembukaan lahan hutan untuk kegiatan 
usaha tani. Pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan 
oleh masyarakat sebagian besar adalah berladang dan 
berkebun. Masyarakat yang memiliki lahan  dalam 
kawasan hutan umumnya menanam tanaman semusi. 
Tanaman yang ditanam adalah kol, kentang, jagung, 
wortel, lombok, bawang merah. Adapun tanaman 
perkebunan  yang mereka tanam adalah kopi, nangka, 
alpukat dan kemiri. Dari 30 responden, terdapat 27 
orang yang memiliki lahan dan beraktifitas di dalam 
kawasan hutan. Dari 27 responden yang memiliki lahan 
di dalam kawasan hutan, terdapat 16 orang yang 
melakukan aktifitas berladang, 7 orang melakukan 
aktifitas berkebun dan 4 orang yang melakukan aktifitas 
berkebun dan berladang. Sehingga jumlah total 
responden yang memanfaatkan lahannya untuk 
berladang adalah 20 orang dan untuk berkebun 11 
orang.  Aktifitas yang dilakukan masyarakat di dalam 
kawasan hutan dapat di lihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Aktivitas Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng 
No Pola Pemanfaatan Lahan  Status Kelola Lahan 
Komoditi Yang dihasilkan Dalam Kawasan 
Jenis Luas peruntukkan  
1 Kebun 
ada aktifitas pemanfataan lahan 
dalam kawasan hutan 
Kopi, nangka, alpukat, kemiri 5,57 ha 
2 Tegalan 
ada aktifitas pemanfataan lahan 
dalam kawasan hutan   
Tanaman Semusim  
(kol, kentang, wortel, 
bawang merah, jagung atau 
lombok) 
8,83 ha 
Total  
14,4 ha pemanfaatan lahan dalam kawasan 
hutan 
 
Aktifitas masyarakat khususnya untuk kegiatan 
usaha tani di dalam kawasan hutan dapat 
dikelompokkan kedalam beberapa kategori 
pemanfaatan lahan sebagai berikut: 
Tegalan 
Tegalan adalah suatu usaha tani tanaman 
semusim atau tanaman pangan yang dilakukan secara 
sederhana.  Sebagian besar masyarakat menggunakan 
pola ini dalam pemanfaatan lahan mereka baik di 
dalam maupun di luar kawasan hutan.  Pada pola ini 
jenis tanaman yang di tanam merupakan jenis tanaman 
semusim seperti kol, kentang, jagung, wortel, bawang 
merah ataupun lombok. Berdasarkan hasil survey di 
lapangan, penggunaan lahan kawasan hutan untuk 
areal perladangan/tegalan adalah  areal lahan  kering  
dengan  periode  tanam 4 bulan. Semua responden 
menggunakan pola ini dalam penggunaan lahannya di 
luar maupun di dalam kawasan hutan namun untuk 
pemanfataan lahan khusus di dalam kawasan hutan, 
dari 30 responden terdapat 20 responden yang 
menggunakan pola penggunaan lahan tegalan. Luas 
lahan yang diperuntukkan untuk tegalan adalah 8,83 
ha. Masyarakat lebih memilih menggunakan pola 
penggunaan lahan ini karena menurutnya lebih mudah 
dan jangka waktu panennya relatif singkat bila 
dibandingkan dengan menanam tanaman tahunan. 
Selain itu juga hasil yang didapatkan dari hasil 
menanam tanaman semusim lebih menjanjikan 
daripada tanaman tahunan yang jangka waktunya lama 
dan kadang kala tidak berbuah atau gagal panen.  
Kebun 
Kebun adalah model penggunaan lahan yang 
terdiri atas tanaman tahunan. Sejak dahulu, kawasan 
hutan Bonto Marannu sudah digarap oleh masyarakat 
dan berlangsung hingga sekarang. Aktifitas berkebun 
tidak dijadikan prioritas utama pemenuhan kebutuhan 
hidup bagi masyarakat Desa Bonto Marannu karena 
sebagian besar penduduk desa tersebut lebih 
cenderung mengusahakan tanaman semusim di mana 
Desa Bonto Marannu memang sudah terkenal sebagai 
penghasil hortikultura/tanaman sayur-sayuran dengan 
penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 
hidup mereka. Dari 30 responden ada 11 responen 
yang memiliki tanaman perkebunan di dalam kawasan 
hutan dan hasil dari tanaman perkebunan tersebut 
hanya sebagian kecil yang di jual untuk memperoleh 
pendapatan selebihnya lebih banyak dikonsumsi 
sendiri. Adapun jenis tanaman perkebunan yang 
diusahakan antara lain kopi, kemiri, nangka dan 
alpukat. Pada umumnya masyarakat Desa Bonto 
Marannu menanam lebih dari satu jenis dalam 
pengusahaan komoditas pada lahan yang mereka 
kelola. Dalam satu areal lahan yang mereka miliki 
dalam kawasan hutan, terdapat tanaman semusim dan 
tanaman perkebunan namun pemanfaatan lahan untuk 
tanaman semusim masih lebih luas daripada tanaman 
perkebunan yang berada dalam areal mereka. Untuk 
tanaman perkebunan luas lahan yang diperuntukkan 
adalah 5,57 ha.  
Potensi dan permasalahan Pembangunan Hutan 
Desa 
Potensi (faktor pendukung) 
Ketersediaan Lahan 
Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor:P.49/Menhut-II/2008 tentang hutan desa, kriteria 
kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal 
kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan 
produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau 
izin pemanfaatan dan berada dalam wilayah 
administrasi desa yang bersangkutan. Desa Bonto 
Marannu, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng 
terdapat hutan negara dengan luas ± 43 Ha dan 
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termasuk dalam kawasan hutan produksi. Data ini 
diperoleh dari observasi dan pemetaan Pemda 
setempat dan ditunjang oleh pembuatan peta geografis 
kawasan hutan produksi Desa Bonto Marannu oleh tim 
dari Universitas Hasanuddin.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Bantaeng, yang terjadi saat ini di lapangan adalah 
belum adanya batas wilayah yang jelas terhadap 
kawasan hutan produksi di Desa Bonto Marannu 
sehingga diperlukan adanya pemetaan ulang dalam hal 
penataan batas kawasan hutan maupun penatagunaan 
lahan dalam kawasan hutan di Desa Bonto Marannu.  
Kawasan hutan di Desa Bonto Marannu di 
dominasi oleh jenis Pinus, selain itu terdapat pula 
kemiri, Arapeli dan Shorea sp. Luasan untuk Pinus 
maupun jenis tegakan lainnya yang berada di kawasan 
hutan Desa Bonto Marannu hingga saat ini belum 
diketahui secara pasti karena penatagunaan lahan 
hutan ataupun kegiatan inventarisasi potensi hutan 
yang berada di Desa Bonto marannu belum dilakukan 
sehingga sulit untuk menafsir potensi hutan yang 
berada di Desa Bonto Marannu. Dari hasil wawancara 
dengan responden, masyarakat belum sepenuhnya 
memahami pengelolaan hasil hutan. Masyarakat hanya 
memanfaatkan lahan hutan sebagai areal untuk 
berladang dan berkebun tetapi tidak dapat 
memanfaatkan hasil hutan yang telah ada didalamnya. 
Hutan yang ada di Desa Bonto Marannu di dominasi 
oleh jenis Pinus sehingga getah Pinus memiliki potensi 
untuk dikembangkan masyarakat. Adanya  potensi 
lahan hutan produksi serta adanya lahan yang digarap 
oleh masyarakat dalam kawasan hutan, maka 
memungkinkan untuk direkomendasikan sebagai areal 
hutan desa agar harapan masyarakat untuk mendapat 
akses legal dalam mengelola lahan mereka yang 
berada dalam kawasan hutan dapat terwujud dan 
masyarakat mendapatkan arahan serta bimbingan 
untuk mengelola lahan tersebut dengan baik sesuai 
dengan aturan yang ada.  Kondisi  lahan ini  hingga 
sekarang telah dimanfaatkan oleh penduduk setempat 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  
Komoditi yang diusahakan 
Areal yang dimanfaatkan masyarakat Desa 
Bonto Marannu dalam  hutan merupakan areal hutan 
produksi. Jenis tanaman yang dikembangkan oleh 
masyarakat Desa Bonto Marannu sebagian besar 
adalah tanaman semusim seperti wortel, kol, bawang 
merah, jagung, kentang, lombok ataupun daun bawang. 
Hasil panen yang diperoleh masyarakat dalam 
memasarkan tanaman semusim terbilang cukup tinggi.  
Selain itu masyarakat juga memanfaatkan lahannya 
dengan menanam tanaman perkebunan seperti kopi, 
alpukat, nangka dan kemiri. Berdasarkan hasil 
wawancara, seluruh responden memanfaatkan 
lahannya yang ada di dalam maupun di luar kawasan 
hutan dengan menanam tanaman semusim. Luas lahan 
yang diperuntukkan untuk tanaman semusim adalah 
8,83 ha. Untuk tanaman perkebunan sendiri, dari 30 
responden terdapat 11 responden yang memanfaatkan 
lahannya dengan menanam komoditas tanaman 
perkebunan di dalam kawasan hutan.  Luas lahan yang 
diperuntukkan untuk tanaman perkebunan adalah 5,57 
ha. Komoditas tanaman perkebunan yang paling 
banyak responden usahakan dan hasilnya cukup 
menjanjikan adalah tanaman kopi. Adapun tanaman 
kemiri, alpukat maupun nangka hanya dikonsumsi 
sendiri oleh responden. Hal itu karena jumlahnya yang 
terbilang sedikit dan terkadang tidak berbuah karena 
faktor cuaca yang tidak menentu dan gangguan hama 
ataupun penyakit tanaman. Dari 30 responden terdapat 
9 orang yang menanam kopi dengan luas peruntukkan 
4,48 ha, 4 orang menanam alpukat dengan luas 
peruntukkan lahan 0,44 ha, 4 orang menanam nangka 
dengan luas peruntukkan 0,33 ha , dan 2 orang 
menanam kemiri dengan luas peruntukkan 0,32 ha. 
Berbagai komoditi yang diusahakan memiliki prospek 
pasar yang menjanjikan sehingga nantinya merupakan 
aset baik bagi masyarakat setempat. 
Kelembagaan 
a. Aparat Desa (Kepala Desa) 
Kepala Desa merupakan pimpinan 
penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa memiliki 
peranan yang besar dalam pengambilan dan 
penetapan keputusan yang ada di desa. Desa Bonto 
Marannu merupakan salah satu desa di Kabupaten 
Bantaeng yang mengusulkan dicanangkannya program 
hutan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Kepala Desa, tujuan pengusulan pembangunan hutan 
desa di Desa Bonto marannu adalah untuk 
menyalurkan keinginan masyarakat desa Bonto 
marannu dalam mendapatkan akses legal dalam 
mengelola lahannya di dalam kawasan hutan yang 
sebagian besar mata pencahariannya berada dalam 
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kawasan hutan. Kepala Desa juga mengharapkan, 
dengan adanya hutan desa, masyarakat nantinya lebih 
leluasa dalam mengelola lahannya di dalam kawasan 
hutan serta masyarakat dapat di beri izin dalam 
pemanfaatan hasil hutan kayu yang mereka tanam 
sendiri di dalam kawasan hutan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa Bonto Marannu. 
Besarnya keinginan Kepala Desa untuk mencanangkan 
program hutan desa di dukung dengan adanya 
hubungan yang erat antara masyarakat dengan Kepala 
Desa sehingga lebih mudah untuk mengusulkan 
program hutan desa kepada masyarakat yang 
mayoritas belum paham tentang hutan desa. 
b. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
Menurut Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor:P.49/Menhut-II/2008 tentang hutan desa, 
Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang 
selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga 
kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan 
Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang 
secara fungsional berada dalam organisasi desa dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.  
Mengacu kepada mekanisme yang telah diatur 
di dalam Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor:P.49/Menhut-II/2008 tentang hutan desa, 
BUMDES merupakan salah satu lembaga 
kemasyarakatan yang dapat memperoleh hak 
pengelolaan hutan desa. BUMDES yang telah 
mendapatkan hak pengelolaan hutan desa akan 
menyusun rencana pengelolaan hutan desa serta 
menfasilitasi masyarakat desa mengelola unit-unit 
usaha kehutanan di dalam areal kerja hutan desa.  
Pemerintah Kabupaten Bantaeng, melalui “Program 
Desa Mandiri” telah membangun Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDES) pada setiap desa termasuk di Desa 
Bonto Marannu. Keberadaan BUMDES diharapkan 
menjadi badan usaha yang dapat memfasilitasi 
masyarakat dalam membangun dan mengembangkan 
unit-unit usaha yang potensial di Desa Bonto Marannu. 
Dengan adanya lembaga BUMDES di Desa Bonto 
Marannu maka semakin memudahkan dalam 
implementasi pembangunan hutan desa di desa 
tersebut.  
Dari hasil wawancara dengan Ketua BUMDES, 
selama ini BUMDES telah berusaha membantu 
masyarakat khususnya petani dalam hal pengadaan 
bibit dan pupuk untuk peningkatan produktivitas 
tanaman petani. Adanya fasilitas yang diberikan 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng berupa satu unit 
mobil BUMDES semakin mempermudah BUMDES 
dalam memperluas akses pasar hingga ke luar 
kabupaten dalam hal pengadaan bibit dan pupuk 
maupun pemasaran produk petani yang ada di Desa 
Bonto Marannu. Selama ini BUMDES lebih bertumpu 
pada unit-unit usaha pertanian. Untuk unit usaha 
kehutanan, Ketua BUMDES mengaku belum 
mengusahakannya karena hingga saat ini potensi 
ekonomi yang memiliki peluang besar di Desa Bonto 
Marannu adalah  potensi pertanian khususnya 
hortikultura yang memang sudak terkenal sejak dulu. 
Meski demikian keinginan untuk mengelola unit usaha 
kehutanan ada namun masih dianggap perlu adanya 
pendampingan dari pihak-pihak terkait dalam 
mengelola dan memasarkan produk-produk kehutanan 
nantinya. Dengan adanya hutan desa diharapkan unit 
usaha kehutanan dapat dikembangkan dan semakin 
menambah pendapatan desa. untuk saat ini unit usaha 
BUMDES yang ada di Desa Bonto Marannu adalah unit 
usaha pertanian, unit usaha peternakan, unit usaha 
perdagangan, unit usaha transportasi dan unit usaha 
pertukangan dan keterampilan.  Untuk lebih jelasnya 
dapat di lihat pada struktur organisasi BUMDES Bonto 
Marannu pada Gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. Sturkur Organisasi BUMDES 
Peran Stakeholder 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng, pertama kali 
merespon kebijakan pembangunan hutan desa dengan 
membangun nota kesepahaman (MOU) dengan 
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Dengan 
MOU tersebut, masing-masing pihak mendukung 
program pembangunan hutan desa sesuai potensi yang 
dimiliki.  Untuk mempercepat proses Pembangunan 
hutan desa, Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah 
menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang 
Pengelolaan Hutan Desa. Peraturan Bupati tersebut 
akan menjadi dasar hukum penyelenggaraan 
pengelolaan hutan desa di Kabupten Bantaeng.  
Menurut Kepala Desa Bonto Marannu, 
keinginannya dalam pencanangan program hutan desa 
mendapat dukungan yang besar dari Pemerintah 
Kabupaten Bantaeng dan Universitas Hasanuddin. 
Selama proses pengusulan hutan desa di Desa Bonto 
Marannu telah  ada beberapa pertemuan yang 
dilakukan dalam membicarakan tentang program hutan 
desa bersama dengan Pemerintah Kabupaten 
Bantaeng maupun pihak dari Universitas Hasanuddin. 
Hal ini tentu saja dapat menjadi faktor pendukung yang 
besar bagi kelancaran pembangunan hutan desa di 
Desa Bonto Marannu. 
 
Sarana dan Prasarana 
Bonto marannu merupakan desa yang strategis 
dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai.  
Akses menuju hutan pun dapat ditempuh oleh 
kendaraan roda dua maupun roda empat karena ada 
jalan aspal beton yang telah di bangun oleh Pemerintah 
Desa. Hal ini tentu saja memudahkan pedagang untuk 
menuju lahan yang berada di dalam kawasan hutan 
untuk mengambil hasil panen petani. Untuk 
pengangkutan hasil panen petani yang berada di dalam 
kawasan hutan khususnya di daerah dataran tinggi 
umumnya memakai kuda untuk menurunkan hasil 
panennya kemudian mobil pedagang sendiri yang 
datang mengangkut hasil panen petani. Selain 
pedagang yang langsung datang di lahan milik petani, 
masyarakat juga menjual hasil panennya di pasar 
karena desa Bonto Marannu memiliki pasar yang 
beroperasi tiap senin dan kamis dan pembelinya 
berasal dari dalam maupun luar desa. Dengan adanya 
akses berupa jalan menuju kawasan hutan maka dapat 
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memudahkan petani dalam hal pengangkutan dan 
pemasaran hasil panen. Hal ini tentu dapat menjadi 
faktor pendukung kelancaran pengelolaan hutan desa 
nantinya. 
Permasalahan (Faktor Penghambat) 
Pemahaman Masyarakat Tentang Hutan Desa 
Masyarakat Desa Bonto Marannu secara 
umum adalah petani dan mempunyai ketergantungan 
yang cukup tinggi terhadap hutan dalam pemenuhan 
kebutuhan sehari-harinya.   Sebagai lokasi yang ingin 
direkomendasikan pembangunan hutan desa maka 
pemahaman masyarakat tentang hutan desa 
merupakan hal penting.  Perlu adanya suatu 
kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan  hutan 
desa, baik pihak masyarakat sebagai pelaksana di 
lapangan maupun pemerintah. 
 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan 
menunjukkan bahwa tingkat pemahaman  masyarakat  
di Desa Bonto Marannu pada umumnya belum 
mengetahui tentang adanya program hutan hesa. 
Masyarakat mengira bahwa hutan desa sama saja 
dengan kawasan hutan yang ada pada wilayah 
administrasi desa tersebut. Hal ini akan mempengaruhi 
kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan desa 
dengan baik nantinya.  
1. Ketidaksesuaian Aktifitas Masyarakat 
Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor:P.49/Menhut-II/2008 tentang hutan desa, 
pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan produksi 
dapat dilakukan dengan memanfaatkan kawasan, jasa 
lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan 
kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 
untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Pemanfaatan lahan pada hutan produksi  menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.49/Menhut-II/2008 
Pemanfatan lahan di dalam kawasan hutan produksi menurut 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 49/Menhut-II/2008. 
Pemanfatan kawasan Pemanfatan jasa lingkungan Pemanfaatan hasil 
hutan bukan kayu 
Pemanfaatan hasil hutan kayu 
usaha budidaya tanaman obat, 
budidaya tanaman hias, budidaya 
jamur, budidaya lebah, 
penangkaran satwa ataupun 
budidaya sarang burung wallet 
pemanfaatan jasa aliran air,  pemanfaatan air, 
wisata alam, perlindungan keanekaragaman 
hayati, penyelamatan dan perlindungan 
lingkungan ataupun 
penyerapan/penyimpanan karbon. 
pemanfaatan rotan, sagu, 
nipah, bambu, getah, 
gaharu, kulit kayu, daun, 
buah atau biji 
hanya dapat dilakukan pada hutan 
 produksi setelah mendapat ijin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu 
 
Masyarakat Desa Bonto Marannu banyak yang 
melakukan aktifitas didalam kawasan hutan. Aktifitas 
masyarakat sebagian besar adalah berladang dan 
berkebun.  Namun aktifitas berladang maupun 
berkebun tersebut tidak sesuai dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor : P. 49/Menhut-II/2008. 
Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel 3. 
 
 
Tabel 3. Aktifitas Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan 
No. 
Aktifitas Masyarakat di Dalam 
Kawasan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 49/Menhut-II/2008. 
Sesuai Tidak Sesuai 
1. Kebun - ya 
2. Tegalan - ya 
 
Table 3 menunjukkan aktifitas masyarakat di 
dalam kawasan hutan Desa Bonto Marannu tidak 
sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 
P. 49/Menhut-II/2008, yang ditandai dengan adanya 
aktifitas berkebun dan berladang.  Masyarakat di Desa 
Bonto Marannu melakukan aktifitas tersebut demi 
pemenuhan kebutuhan mereka.  
Meski tidak sesuai dengan aturan yang ada, 
aktifitas seperti berkebun dan berladang dapat menjadi 
pendukung ataupun penghambat  tergantung 
komoditas apa yang ditanam. Aktifitas yang dilakukan 
masyarakat di Desa Bonto Marannu seperti berkebun 
dan berladang dalam satu lahan dalam kawasan hutan 
dapat berdampak baik bagi hutan. Secara teknis 
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konservasi, adanya variasi antara tanaman semusim di 
antara tegakan tanaman tahunan, akan meningkatkan 
penutupan lahan secara sempurna. Komposisi 
penutupan ini secara efektif akan menekan laju erosi 
dan sedimen dan mengurangi evaporasi sehingga 
cadangan air tanah akan tersedia lebih banyak. Hal ini 
tentu saja dapat menjadi faktor yang sangat 
mendukung dengan catatan tidak lagi menambah 
luasan yang sudah ada namun tetap dapat dikelola. 
Hanya saja luasan untuk tanaman semusim masih lebih 
dominan di banding tanaman tahuanan yang 
diusahakan oleh masyarakat di dalam lahannya. 
Lemahnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola 
hasil hutan yang ada sehingga perlu suatu 
pemberdayaan seperti hutan desa agar lahan 
masyarakat dapat dikelola sesuai dengan peraturan 
yang ada dan dapat menerapkan aspek-aspek 
pengelolaan hutan secara lestari.  
 
1. Hubungan Stakeholder 
Berdasarkan hasil Wawancara, terdapat 
hubungan-hubungan yang kurang dekat antara 
stakeholder pengelolaan hutan desa dalam hal ini 
petani dan aparat desa dengan Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDES).  Hubungan antara BUMDES dengan 
msyarakat dalam hal ini petani maupun Aparat Desa 
(Kepala Desa) kurang dekat. Menurut responden, 
hingga saat ini keberadaan BUMDES belum 
sepenuhnya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat 
seutuhnya. Petani jarang melakukan interaksi dengan 
BUMDES dan tidak mengetahui bagaimana mekanisme 
dalam melakukan kerjasama dengan BUMDES. 
Pengadaan bibit dan pupuk, responden membeli sendiri 
di pasar dan untuk pemasaran hasil panennya di jual 
langsung pada pedagang pengumpul. Hubungan 
antara Aparat Desa dengan BUMDES juga 
dikategorikan kurang dekat. Aparat Desa maupun 
BUMDES jarang melakukan diskusi terkait masalah 
pengelolaan BUMDES yang berjalan di desa. 
Hubungan yang belum terjalin dengan baik antara 
masyarakat dengan BUMDES, maupun BUMDES 
dengan Aparat Desa (Kepala Desa) dapat menghambat 
pembangunan hutan desa nantinya jika hubungan 
antara stakeholder ini tidak terjalin sejak dini. 
Dari penjelasan faktor pendukung dan faktor 
penghambat pembangunan hutan desa di Desa Bonto 
Marannu diatas, maka kemudian di simpulkan dalam 
beberapa uraian dan didiskusikan bersama dalam 
Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion) 
untuk menentukan kekuatan dari faktor pendukung dan 
faktor penghambat pembangunan hutan desa di desa 
tersebut.  
 
Tabel 4. Faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan hutan desa 
Faktor pendukung Faktor Penghambat 
Terdapat hutan produksi seluas 43 Ha Masyarakat belum paham mengenai program hutan desa 
Komoditi yang diusahakan berupa tanaman semusim dan tanaman 
perkebunan yang dikombinasikan serta adanya tanaman kopi yang 
diusahakan masyarakat 
Sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan hutan untuk menanam tanaman 
semusim 
Aparat Desa mendukung pembangunan hutan desa Masyarakat belum paham mengelola hutan secara lestari 
 
Masyarakat menginginkan legalitas dalam mengelola lahannya dalam 
kawasan hutan 
Lembaga BUMDes belum operasional menjalankan fungsinya bagi masyarakat 
Keberadaan lembaga BUMDes sebagai calon pengelola hutan desa 
 
 
Lembaga BUMDes belum memiliki kapasitas untuk mengelola unit usaha 
kehutanan 
Ada MOU (kesepakatan) antara Pemkab dan Unhas dalam 
pembangunan hutan desa di Kabupaten Bantaeng 
Hubungan antara beberapa stakeholder belum terbangun dengan baik  
Ada peraturan Bupati tentang pengelolaan hutan desa - 
 
Data dari Tabel 4, kemudian di analisis dengan 
menggunakan analisis Force Field (kekuatan medan) 
seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Analisi Kekuatan Medan (Force Field Analysis) 
                       Driving Forces (Pendukung)  
                      Restraining Forces (Penghambat) 
 
 
 
 
Keterangan:   
5  =  sangat kuat, 
 4 = kuat,  
3  = cukup kuat,  
2  = kurang kuat, 
 1 = Tidak kuat 
Pada gambar 2, faktor pendukung dan 
penghambat distrukturkan dari yang kuat sampai tidak 
kuat dengan memberi nilai 5-1. Dapat dilihat bahwa 
faktor pendukung yang memiliki kekuatan paling kuat 
adalah faktor pendukung yang memiliki skor 5 yaitu 
adanya hutan produksi seluas 43 Ha serta kesepakatan 
antara pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Unhas 
dalam pembangunan hutan desa di Bantaeng. 
Dukungan aparat desa dan keinginan masyarakat 
untuk mendapat legalitas dalam mengelola lahannya 
dalam kawasan hutan mendapatkan skor 4 yang berarti 
kekuatan pendukung ini kuat, skor 3 berarti faktor 
pendukung cukup kuat yakni adanya peraturan Bupati 
tentang pengelolaan hutan desa dan lembaga 
BUMDES sudah terbentuk. Faktor pendukung yang 
kurang kuat (2) adalah Komoditi yang diusahakan oleh 
masyarakat berupa tanaman semusim dan tanaman 
perkebunan yang dikombinasikan serta adanya 
tanaman kopi yang diusahakan masyarakat .  
Pada faktor penghambat, kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang program hutan desa 
dan pengelolaan hutan secara lestari menjadi faktor 
penghambat yang paling besar dengan skor 5, 
kemudian Lembaga BUMDES belum operasional 
menjalankan fungsinya bagi masyarakat serta belum 
memiliki kapasitas untuk mengelola unit usaha 
kehutanan diberi skor 4, faktor penghambat yang cukup 
kuat dengan skor 3 adalah hubungan antara beberapa 
stakeholder yang belum terbangun dengan baik. 
Sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan 
hutan untuk menanam tanaman semusim menjadi 
faktor penghambat yang paling kecil (kurang kuat) 
dengan skor 2. 
Dari analisis tersebut kemudian dapat diambil 
langkah bagaimana faktor pendukung tersebut 
diperkuat dan faktor penghambat diminimalisir dengan 
menentukan strategi dan aksi yang akan dilakukan. 
 
Gambar 3. Analisis Kekuatan Medan 
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E. Strategi dan Rencana Aksi 
Dari hasil analisis kekuatan medan (Forces 
Fields Analysis) yang telah dilakukan maka diperoleh 
strategi dan rencana aksi untuk memperkuat faktor 
pendukung dan memperlemah faktor penghambat. 
Strategi Untuk Memperkuat  Faktor Pendukung 
(Driving Forces) 
 
Tabel 5. Strategi dan Aksi Untuk Memperkuat Kekuatan Faktor Pendukung 
 
Faktor Pendukung 
Strategi Yang Dilakukan Untuk 
Memperkuat Kekuatan Pendukung 
Rencana Aksi 
Terdapat hutan produksi seluas 43 Ha 1) Membuat pola pemanfaatan kawasan 
hutan 
2) Penataan tata batas 
1) Melaksanakan demonstrasi plot atau percontohan 
tentang pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan 
pengelolaan kopi, maupun penyadapan getah pinus 
2) Pemetaan partisipatif 
Komoditi yang diusahakan : Berupa tanaman 
semusim dan tanaman perkebunan yang 
dikombinasikan serta adanya tanaman kopi 
yang diusahakan masyarakat 
Mengembangkan pola agroforestry petani Pelatihan budidaya tanaman kehutanan  
Aparat Desa mendukung pembangunan hutan 
desa 
Aparat Desa menjalin kerjasama yang baik 
antara pemkab setempat dalam wilayah 
kesepahaman bersama mengenai hutan 
desa 
Mengadakan pertemuan yang intensif dalam membahas 
pembangunan hutan desa 
Masyarakat menginginkan legalitas dalam 
mengelola lahannya dalam kawasan hutan 
Implementasi pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat  
Pelatihan perencanaan pengelolaan hutan desa  
Keberadaan lembaga BUMDES sebagai calon 
pengelola hutan desa 
Peningkatan kapasitas Lembaga BUMDes 1) Membangun pengembangan usaha kehutanan 
masyarakat 
2) Memberikan pelatihan dan pendampingan yang 
berkelanjutan. 
 
Ada MOU (kesepakatan) antara Pemkab dan 
Unhas dalam pembangunan hutan desa di 
Kabupaten Bantaeng 
Membangun kerjasama dengan pemkab dan 
unhas  
Melakukan pertemuan intensif  
Ada peraturan Bupati tentang pengelolaan 
hutan desa 
implementasi peraturan daerah yang telah 
ditetapkan  
Melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung 
pembangunan hutan desa sesuai amanat perda 
 
Strategi Untuk Melemahkan Faktor Penghambat (Restraining Forces) 
Tabel 6. Strategi dan Aksi untuk melemahkan faktor penghambat 
Faktor Penghambat 
Strategi Yang Dilakukan Untuk Melemahkan 
Kekuatan Penghambat 
Rencana Aksi 
Masyarakat belum paham mengenai program 
hutan desa 
Memberikan pemahaman kepada masyarakat 
tentang mekanisme pengelolaan hutan desa 
Sosialisasi hutan desa   
Sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan 
hutan untuk menanam tanaman semusim 
Mengembangkan pola agroforestry petani Pelatihan budidaya tanaman kehutanan  
Masyarakat belum paham mengelola hutan secara 
lestari 
Memberikan pemahaman mengenai bentuk-
bentuk pengelolaan hutan secara lestari 
Mengadakan penyuluhan tentang tata cara 
pengelolaan hutan secara lestari 
Lembaga BUMDES kurang operasional 
menjalankan fungsinya bagi masyarakat 
Meningkatkan kinerja BUMDES Memaksimalkan pemberdayaan anggota BUMDes 
serta melakukan pelatihan  
 
 
Lembaga BUMDes belum memiliki kapasitas untuk 
mengelola unit usaha kehutanan 
Peningkatan kapasitas Lembaga BUMDes 1) Memberikan pelatihan dan pendampingan 
yang berkelanjutan. 
2) Membangun pengembangan usaha 
kehutanan masyarakat 
Hubungan beberapa stakeholder belum terjalin 
dengan baik 
Adanya penataan hubungan kelembagaan yang 
mengatur dan memfasilitasi hubungan antara 
stakeholder 
pertemuan-pertemuan yang lebih intensif antara 
stakeholder guna menjalin hubungan yang lebih 
baik. 
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KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
beberapa hal  sebagai berikut:  
1. Potensi  yang merupakan faktor pendukung 
pembangunan hutan desa di Desa Bonto Marannu 
yaitu ketersediaan lahan berupa kawasan hutan 
produksi seluas 43 Ha, komoditi yang 
dikembangkan oleh masyarakat, keberadaan 
lembaga desa (BUMDES) sebagai calon pengelola 
hutan desa, keinginan masyarakat untuk 
melegalkan aktifitasnya dalam kawasan hutan, 
infrastruktur cukup memadai serta adanya  
dukungan dari berbagai pihak mulai dari Aparat 
Desa, Pemerintah Kabupaten Bantaeng serta Tim 
Layanan Kehutanan Universitas Hasanuddin dalam 
pembangunan hutan desa di Desa Bonto Marannu.  
2.  Permasalahan yang merupakan faktor 
penghambat pembangunan hutan desa yaitu, 
rendahnya pemahaman masyarakat tentang hutan 
desa, adanya ketidaksesuaian aktifitas masyarakat 
yang ditandai dengan kecenderungan kegiatan 
berladang  oleh masyarakat di dalam kawasan 
hutan serta hubungan beberapa stakeholder yang 
belum terjalin dengan baik.   
3. Strategi untuk mewujudkan  pembangunan hutan 
desa di Desa Bonto Marannu yaitu, perlu dilakukan 
sosialisasi untuk memberikan pemahaman para 
pihak  mengenai apa yang akan dilakukan, 
meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan 
masyarakat agar dapat mengelola hutan secara 
lebih terorganisir, mengadakan pelatihan-pelatihan 
pengelolaan hutan serta peningkatan tata 
hubungan antar para pihak dalam pencadangan 
areal hutan desa dengan melakukan pertemuan 
yang intensif.  
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